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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model  pendidikan berbasis keaksaraan usaha mandiri  melalui rintisan inkubator usaha berorientasi ketahanan pangan   di   wilayah rawan pangan pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Penelitian ini menjadi penting     dalam mensinergiskan kepedulian universitas   khususnya bidang pendidikan luar sekolah dengan kepentingan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat  ketika menghadapi  kerawanan pangan akibat bencana alam.
Penelitian multi tahun ini  menggunakan variasi  teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang   meliputi observasi, wawancara     dan   dokumentasi.  Fokus Group Diskusi juga digunakan sebagai teknik yang dapat mengeksplor  data atau informasi secara holistik bersama para pengelola dan warga belajar aksara kewirausahaan di PKBM-PKBM khususnya di  perdesaan dengan kategori rawan pangan.  Oleh karena wilayah perdesaan yang memiliki jenis-jenis kerawanan pangan relatif banyak maka, teknik stratified area probability sample diterapkan sebagai cara   pengambilan seting penelitiannya.   


  Penelitian tahun pertama ini menghasilkan (1) pemetaan dan analisis  program Keaksaraan Usaha Mandiri melalui     sebanyak 109 atau 27% Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ada di DIY menjadi penyelenggara keaksaraan usaha mandiri. Pada tahun 2011-2012 warga belajar yang memperoleh program keaksaraan usaha mandiri sebanyak 11.000 dengan 20 % diantaranya   dapat meneruskan kegiatan usaha produktifnya sementara lainnya dapat dikelompokkan  tidak memiliki usaha produktif atau kembali pada pekerjaan pertanian; melakukan kegiatan usaha produktif secara tidak rutin dan  kelompok yang tidak melakukan apa-apa setelah memperoleh program keaksaraan usaha mandiri.  (2)   buku ajar pendidikan inkubator usaha bagi para pengelola, pengurus dan tutor PKBM dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan organisasi sebagai penggerak lumbung kelompok berketahanan pangan. 
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ABSTRACT
This study aims to develop a model -based literacy education through the pioneering independent   incubator business oriented food security in food insecure areas of food Yogyakarta Special Province. This research is important in caring synergize university education outside of school especially with the government's interest in improving the quality of people's lives when facing food insecurity due to natural disasters.

This multi  year study using a variety of techniques of primary and secondary data collection which include observation, interview and documentation. Focus Group Discussion is also used as a technique to explore the data or information in a holistic manner with the managers and entrepreneurial literacy learners at    Community Learning Center especially in rural areas with food insecurity category. Therefore, rural areas that have these kinds of food insecurity is relatively much so, stratified area probability sample is applied as a way of making research settings.

 This study resulted in the first year (1) mapping and analysis of Independent Business Literacy program through a total of 109 or 27% of the Community Learning Center in Yogyakarta to host literacy independent business. In the years 2011-2012 the learners who obtain independent business literacy program as much as 11,000 with 20% of them can carry on business activities can be grouped productive while others do not have a productive business or return to farm work; undertake productive activities are not regularly and those who do not anything after obtaining independent business literacy program. (2) the education textbook business incubator for managers, administrators and tutors CLC in order to improve the capability of human resources and the organization as a driver barn reinforcements resilient group of food.
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PENDAHULUAN
 Menempatkan masyarakat sebagai obyek atau beban pembangunan adalah langkah yang kurang tepat, bukan saja tidak menjamin keberhasilan pembangunan tetapi membuat pembangunan tidak bermakna.  Langkah menjadikan masyarakat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan berarti membangun masyarakat itu sendiri.  
  Permasalahan pembangunan sering disebabkan oleh  kompleksitas kemiskinan ekonomi, sosial, rendahnya kualitas sumber daya manusia hingga pada kondisi, letak geografis yang sangat beragam. Kondisi seperti itu semakin memicu terjadinya berbagai kerawanan  termasuk di dalamnya kerawanan pangan.

 Berdasarkan data di DIY pada tahun 2012 tercatat sebanyak 83 desa yang tersebar di 4 kabupaten di DIY diklasifikasi sebagai daerah rawan pangan ringan, sedang dan berat. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding  tahun sebelumnya dengan 137 desa rawan pangan (BKPP DIY, 2012).  Desa rawan pangan sebagaimana didefinisikan pemerintah selain kurang mencukupinya ketersediaan, akses   atau keamanan pangan sebagian masyarakat, disebut desa rawan apabila jumlah kepala keluarga miskin >30%. Kerawanan pangan dengan kompleksitas permasalahan   pada suatu wilayah di Indonesia memerlukan penyelesaian secara sitem melalui beberapa sektor antara lain ekonomi, politik dan juga pendidikan.

 Melalui sektor pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang sisdiknas, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan   melalui pendidikan formal, non formal dan informal.   Pendidikan masyarakat yang juga memiliki konsep sebagai proses upaya pendidikan yang dimotori   pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya masyarakat   meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang lebih memberdayakan masyarakat (Ihat Hatimah, 20040.

  Direktorat Pendidikan Masyarakat pada tahun 2011 masih terdapat angka tuna aksara  pada usia 15-59 berjumlah   7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental terhadap pembaharuan dan pembangunan. Dengan berbagai layanan pendidikan nonformal, pada tahun 2012 jumlah tuna aksara usia 15 – 59 tahun menjadi 6.401.522 orang atau 4,21%.    Melalui  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  kelompok usaia produktif tersebut dapat mengikuti program keaksaraan dasar dan lanjut   agar tetap melek aksara serta berketerampilan sebagai sarana membangun kualitas hidup.
Pendidikan keaksaraan usaha mandiri dipandang sebagai  sebuah terobosan  pendidikan masyarakat yang memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Sebagaiman diharapkan pemerintah melalui direktorat pendidikan masyarakat (2012), pendidikan keaksaraan usaha mandiri ditujukan bagi warga belajar program pemberantasan buta aksara agar selain dapat meningkatkan kemampuan baca tulisnya juga sebagai upaya untuk mengubah dan membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik.    Pelaksanaan keaksaraan usaha mandiri di berbagai PKBM di Indonesia khususnya di 4 kabupaten DIY secara program, proses, fleksibilitas dan karakteristik   memiliki kesamaan hanya relatif berbeda jenis keterampilan yang dipilih serta pola pendampingannya. 

   Kajian tentang pendidikan keaksaraan usaha mandiri   yang berorientasi pembentukan inkubator bisnis dan sentra kewirausahaan telah dilakukan peneliti bersama dengan  para dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY pada tahun 2011. Penyelenggaraan program keaksaraan usaha mandiri seperti PKBM di Malang, Pontianak, Mataram, Kendari, Grobogan dan Gunung Kidul ditemukan fenomena pembelajaran aksara kewirausahaan dengan keterampilan tertentu menjadi awal dirintisnya sebuah inkubator bisnis. Inkubator usaha menurut pemahaman pendidikan luar sekolah adalah sebuah usaha yang dirintis setelah warga belajar mengikuti pendidikan   kewirausahaan serta keterampilan usaha     secara berkelompok melakukan usaha produktif dengan PKBM sebagai basis penyelenggaranya Ide awal inkubator usaha inilah yang kemudian dilakukan oleh banyak PKBM di Indonesia dengan pola yang sama.   

 Menggunakan kurikulum, materi pembelajaran   yang berkaitan dengan kewirausahaan, strategi pembelajaran dan program pendampingan yang bermitra kerja dengan beberapa pihak sebagai   jaminan keberlanjutan rintisan  inkubator bisnis. Kajian tentang pemberdayaan masyarakat melalui model pembelajaran keaksaraan usaha mandiri ini ditemukan hampir semua PKBM pelaksana program menemukan kesulitan dalam mengembangkan usaha di inkubator itu oleh karena tidak semua peserta didik (hanya   25 % saja yang konsisten dengan melakukan usaha produktif di inkubator yang sudah dirintis) selebihnya tidak mengembangkan kebisaannya melakukan usaha produktif melainkan menjadi   penjaga toko,   PNS di kecamatan atau kelurahan, bekerja di toko-toko elektronik, perbengkelan dan sebagainya.   (Yoyon Suryono, dkk. 2012).
 Meskipun dari proses pelaksanaan program keaksaraan usaha mandiri menunjukkan adanya tingkat partisipasi warga belajar yang cukup tinggi namun keterlaksanaan usaha produktif pasca program masih kurang maksimal (S.Wisni Septiarti, dkk. 2012).  Melalui kajian ini, akan dibahas mengenai (1) pemetaan dan   analisis terhadap pembelajaran program keaksaraan usaha mandiri di PKBM khususnya 4 kabupaten serta (2) kemungkinan dilakukannya integrasi program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat melalui dinamisasi warga belajar keaksaraan usaha mandiri ke dalam lumbung kelompok dalam pendidikan inkubator usaha berorientasi ketahanan pangan khususnya PKBM   di daerah rawan pangan.  
KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN
Keaksaraan Usaha Mandiri  Yang Memberdayakan

 Fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat   oleh pemerintah dipandang sebagai praksis demokratisasi pendidikan agar kebutuhan  pendidikan oleh sebagian masyarakat menjadi terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat dengan mengarusutamakan kesetaraan, kecakapan hidup, keterampilan-keterampilan untuk bekal memperoleh kehidupan yang layak dalam undang-undang sisdiknas tersebut diatur melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan informal (PAUDNI).

  Penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian unggulan tahun ini adalah yang dilakukan peneliti mengenai model keaksaraan usaha mandiri yang diselenggarakan di PKBM di dearah Gunung Kidul dan Bantul pada tahun 2012, dan tahun 2013 ini dalam   membangun kemampuan warga belajar dalam perilaku, sikap wirausaha melalui keaksaraan usaha mandiri. Penelitian selama dua tahun anggaran itu berhasil menemukan pola pengembangan pembelajaran KUM secara kelompok yang cenderung sama dalam proses dan materi pembelajarannya di dua PKBM dengan kabupaten yang berbeda. 

   Program keaksaraan usaha mandiri     memiliki beberapa prinsip pembelajaran berbasis lokal dan berorientasi makro dengan maksud agar masyarakat terbuka sehingga ada jejaring kerjasama yang efektif dengan masyarakat yang lebih luas (Yoyon Suryono, dkk, 2012:85). Partisipatoris merupakan prinsip lain pelaksanaan program keaksaraan usaha mandiri agar masyarakat ikut terlibat dan merasa memiliki dengan komitmen mesukseskan program secara bersama. Prinsip yang ketiga pendidikan keaksaraan usaha mandiri berbasis masyarakat, agar pendidikan memiliki makna kontributif bagi kebutuhan hidup diri, satuan sosial yang berasaskan kearifan local.  Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan bagi setiap individu yang memiliki kehendak untuk mengalami perubahan secara sengaja menuju ke sebuah perbaikan kehidupan yang lebih bermakna (Zaenuddin Arief:2002).  
Rintisan Inkubator Usaha Yang Berorientasi Ketahanan Pangan 

   Berdasarkan data dari BKPP (website BKPP tahun 2012) di DIY terdapat sekitar 83 daerah rawan pangan dengan kategori ringan, sedang dan berat yang tersebar di 4 kabupaten dengan Gunung Kidul yang memiliki daerah rawan pangan tingkat berat paling banyak, kemudian Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Secara umum pengertian daerah rawan pangan ini ditandai oleh angka kemiskinan yang masih ada di derah itu; lahan yang ada bukan saja tandus, kering yang kurang memberikan hasil maskimal bagi masyaakat secara keseluruhan serta ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan diversifikasi usaha oleh karena faktor struktur, dan juga kultural yang kurang mendukung. Di beberapa wilayah kabupaten di DIY, misalnya   di Kecamatan Lendah Kulon Progo dengan 6 desa, 4 desa diantaranya memiliki kerawanan daerah  50% jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian  sebagian besar   adalah buruh tani.
Dalam Kompas.com 19 April 2013  oleh kepala BAPPEDA Biwara Yuswantana disebutkan bahwa DIY diperkirakan mengalami krisis pangan pada 2039. Lahan pertanian di wilayah ini semakin berkurang, beralih menjadi permukiman. Jika kondisi (alih fungsi) tersebut dibiarkan, DIY pada 2039 akan mengalami titik di mana ketersediaan pangan semakin menipis,   Salah satu faktor penyebab berkurangnya lahan pertanian di DIY adalah tingginya pertumbuhan penduduk di provinsi itu. Lahan pertanian yang berubah menjadi permukiman maupun bangunan lain menyebabkan produksi pertanian juga ikut menurun."Meningkatnya pertumbuhan penduduk di DIY juga mempengaruhi kondisi pertanian yang dari tahun ke tahun semakin menurun. DIY memang mengalami peningkatan kualitas dari sektor pembangunan, tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kondisi pertanian yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah dan produksi,"   
Berdasarkan data dan komitmen BKPP ini lah, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara kolaboratif, relevan dan bermakna edukatif yang berkelanjutan ini menjadi fokus dan sarana memberdayakan masyarakat berbasis keaksaraan usaha mandiri di beberapa PKBM di kabupaten-kabupaten se DIY.      Rencana srtategis BKPP secara nasional tahun 2010 – 2014  disebutkan bahwa pembangunan ketahanan pangan periode 2010-2014 lingkup Badan Ketahanan Pangan,  sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1   program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, yang mencakup empat kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; (3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar; serta (4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.  
Pengembangan model keaksaraan usaha mandiri hingga terbentuknya inkubator usaha di PKBM daerah rawan pangan dari aspek pendidikan merupakan proses yang harus dilakukan agar sumber daya manusia yang menjadi sasaran dapat membangun kesadaran secara mandiri maupun berkelompok untuk semakin meningkatkan kualitas kehidupan di masyarakat. Di lain pihak  BKPP   memiliki otoritas memfasilitasi dalam membangun sistem stabilitas harga pangan dan terlebih agar masyarakat tidak tergiur oleh faktor-faktor eksternal yang dapat mengganggu stabilitas harga serta peluang   melakukan    deversifikasi usaha,  dan kesukaan menabung. Secara garis besar konsep pendidikan inkubator usaha sebagai pengembangan sumber daya manusia untuk mengembangkan potensinya dalam organisasi berbentuk lumbung kelompok.  






                                                                                                                                           






Kerangka Berpikir Pendekatan Struktural dan Kultural 

dalam konteks  rintisan inkubator usaha berbasis keaksaraan usaha mandiri

Pembangungan dengan pendekatan pemberdayaan individu dalam satuan-satuan kelompok seperti warga belajar progam keaksaraan usaha mandiri ini dipandang lebih tepat dalam upaya mendinamisasi dan membantu masyarakat untuk mandiri. Sebuah masyarakat yang sudah cukup lama mengalami ketertinggalan, kemiskinan karena antara lain wilayah yang harapannya menjadi tumpuan hidup justru termasuk kategori rawan pangan pada tingkat awal untuk keluar dari permasalahan memerlukan intervensi dari luar (Agnes Sunartiningsih, 2004: 98). Hal ini disebabkan komplikasi permasalahan yang ditemukan di daerah rawan pangan cukup sulit masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang membelunggunya selama ini. Meskipun intervensi yang dilakukan dari pihak luar tidak diusahakan agar tidak menimbulkan ketergantungan akan tetapi lebih mendorong tumbuhnya kemampuan dan kemandirian satuan-satuan sosial yang ada dalam masyarakat khususnya di daerah rawan pangan. 

METODE PENELITIAN

 Penelitian mengenai pengembangan model pendidikam keaksaraan usaha mandiri diawali dengan melakukan pemetaan terhadap PKBM penyelenggara KUM yang ada di 4 kabupaten DIY. Field research, sebagai proses pengumpulan data untuk mengetahui pelaksanaan KUM tahun 2013, melihat  secara langsung aktivitas usaha warga belajar KUM tahun sebelumnya. Aspek-aspek apa saja yang menyebabkan keberlanjutan dan ketidakberlanjutan kegiatan usaha pasca mengikuti pendidikan keaksaraan usaha mandiri serta melihat secara langsung kondisi PKBM sebagai layanan pendidikan masyarakat. 
Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan wawacanara dengan para ketua forum PKBM, pengelola dan sebagian warga belajar. Penelitian lapangan yang dipadukan dengan Forum Group Discussion selama 4 kali dengan kegiatan pertama melakukan identifikasi permasalahan program, potensi, serta menemukan solusi agar keberlanjutan pogram menjadi terintegrasi dengan ogram lain yang berorientasi pada ketahanan pangan, maka rintisan inkubator usaha yang tetap menggunakan basis keaksaraan usaha mandiri menjadi salah satu alternatif pilihannya. Data-data tersebut menjadi bahan pertimbangan mencari kemungkinan dibangunnya kesadaran individu dan satuan sosial melalui   pendidikan yang berkolaborasi dengan BKPP dengan fokus membangun organisasi yang sadar akan pentingnya melakukan dinamisasi kelompok lumbug sebagai bagian terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri agar diversifikasi usaha juga tetap berjalan. 
PEMBAHASAN    
   
Pemetaan dan analisis terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat   yang ada di 4 Kabupaten di wilayah DIY yakni Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul meliputi keterlaksanaan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri.   PKBM penyelenggara program  keaksaraan usaha mandiri ini diperuntukkan bagi   warga belajar dengan kondisi (1) membutuhkan peningkatan keterampilan baca tulis baik tingkat dasar dan lanjut. (2) warga belajar yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha yang bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan (3) kelompok  berbasis keaksaraan  dengan kriteria memiliki usaha pangan atau jasa untuk mempertahankan kelangsungan hidup  melalui proses pembelajaran yang memberdayakan. 

Pemetaan dan analisis program pendidikan keaksaraan usaha mandiri  di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat  

 Penelitian ini lebih merupakan jawaban atas permasalahan  daerah dalam upaya mengentaskan masyarakat perdesaan khususnya dari berbagai macam masalah sosial ekonomi termasuk di daerah rawan pangan. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan propinsi dan kabupaten merupakan lembaga yang membantu masyarakat untuk survive melalui kegiatan program lumbung pangan. Dalam usaha membangun lumbung pangan pada umumnya dilakukan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara singkat selain membangun kesadaran akan pentingnya mempertahankan kelangsungan hidup secara berkualitas melalui penyimpanan pangan dalam sebuah lumbung juga melakukan kegiatan nyata melalui lumbung pangan untuk berkelompok mengembangkannya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi produktif lain misalnya simpan pinjam dan penyegaran-penyegaran pemikiran dan juga secara fisik.


Untuk mengidentifikasi PKBM penyelenggara KUM diperlukan kegiatan pemetaan terhadap PKBM di 4 kabupaten di DIY. Pemetaan ini dilakukan dengan menganalisis data-data sekunder tentang model pembelajaran KUM yang ada, jumlah dan karakteristik warga belajar, potensi yang memungkinkan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam bidang garapannya masing-masing. Hasil dari pemetaan melalui data sekunder diperoleh gambaran, bahwa PKBM penyelenggara KUM tahun 2011, 2012 di setiap kabupaten yang jumlahnya berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain; bidang garapannya juga berbeda-beda dan sebagian diantara PKBM yang ada seluruh kabupaten ada di wilayah rawan pangan. Informasi ini semakin memperkuat rencana implementasi pendidikan inkubator usaha berorientasi ketahanan pangan berbasis bidang masing-masing. 

Hasil observasi dan FGD untuk kegiatan pemetaan ini diketahui bahwa di Gunung Kidul kecenderungan dilakukannya rintisan inkubator usaha adalah bidang garapan kedelai. Kedelai pada akhir-akhir ini menjadi perbincangan nasional karena harga kedelai secara umum sangat tinggi sehinga para pengrajin tahu dan tempe yang menggunakan bahan baku kedelai menjadi sangat terganggu. Oleh karena itu   rintisan inkubator usaha   kedelai sebagai mediany menjadi sangat relevan khususnya dalam membangun kesadaran akan pentingnya kemampuan mempertahankan kualitas kehidupan melalui lumbung pangan yang berorientasi pada ketahanan pangan. Di Kulon Progo dan Bantul dari hasil FGD ini lebih memilih padi sebagai media pembuatan lumbung pangan.  
 Sebanyak 109 PKBM penyelenggara program keaksaraan usaha mandiri di 4 kabupaten tidak semua berada di wilayah rawan pangan. Model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 hingga 20 orang dengan fokus kegiatan usaha berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lain. Tahap pembelajaran keaksaraan usaha mandiri di setiap PKBM memiliki mekanisme yang hampir sama, hanya waktu, jenis usaha serta dinamika proses pembelajaran relatif berbeda. Mulai dari merancang penjadwalan, merancang materi, strategi serta prosesnya dilakukan secara sederhana. Dengan menggunakan pengaruh tokoh masyarakat seperti kepala dukuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dianggap sesepuh dalam memobilisasi warga untuk bersedia mengikuti program keaksaraan usaha mandiri maka cukup efektif di semua wilayah kerja PKBM penyelenggara KUM ini.

 Dari 4 kabupaten dengan jumlah PKBM penyelenggara KUM yang berbeda-beda dapat ditunjukkan bahwa dari ke 109 PKBM yang menyelenggarakan KUM sebagaigama hasil wawancara dan pengamatan pada beberapa PKBM yang dianggap paling baik hingga tidak baik secara fisik lembaga PKBM, sarana prasrana hingga beberapa kegiatan maka hanya sebanyak kurang dari 50% PKBM yang dapat dikatakan telah melakukan proses pendampingan secara rutin dan terus melakukan reedukasi secara sederhana kepada warga belajar KUM, sehingga berdasarkan wawancara, PKBM-PKBM inilah yang seyogyaya baik untuk dikembangkan dapat melakukan kegiatan inkubator usaha khususnya pembuatan lumbung pangan dan program-program pengembangannya. Sementara PKBM penyelenggara lainnya yang dipandang kurang berhasil dalam mengembangkan kegiatan usaha setelah program keaksaraan usai secara proses pembelajaran sudah berlangsung, namun keberlanjutan kegiatan usaha produktif seolah-olah tidak lagi berbekas.

  Hasil pemetaan PKBM penyelenggara KUM dari 4 kabupateni menunjukkan bahwa   pada tahun 2012 jumlah PKBM yang tercatat sebagai penyelenggara pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri sebanyak 109 atau sekitar 27 % dari  400   PKBM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2011, 2012 PKBM penelenggara KUM seluruhnya ada di 4 kabupaten. Melalui 109 PKBM tersebut,  sebanyak 11.000 warga belajar yang tergabung ke dalam sekitar  110  kelompok memfokuskan kegiatan usaha produktifnya sesuai dengan kebutuhan warga belajar, potensi, minat atau keterampilan yang dimiliki,  serta potensi sumber daya alam.  Meskipun dari tahun ke tahun jumlah kuota penyelenggara KUM relatif meningkat namun tidak semua  PKBM yang ada dapat memperoleh hibah penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

· Kurangnya kemampuan lembaga PKBM dalam mengakses segala persyaratan pengajuan bantuan hibah pendidikan KUM

· Kurangnya motivasi PKBM untuk mengakses program KUM dengan alasan terlalu banyak persyaratan yang ditentukan.

· Adanya beberapa kegiatan  sejenis yang diselenggarakan PKBM sehingga dirasa sarat dengan tanggungjawab pelaporan termasuk pengSPJ an yang dianggap terlalu rumit.

· Kecenderungan warga belajar kesetaraan atau keaksaraan yang menjadi tidak aktif kembali setelah program selesai dilaksanakan, sehingga pendampingan oleh tutor dan atau pengelola PKBM menjadi berlarur-larut bahkan sebagian menjadi tidak terpantau kembali keberlanjutan usaha atau cara belajar masyarakat.
Faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas    dipandang sebagai hal yang umum dirasakan, meskipun pada akhirnya harus dilaluinya dengan segala keterbatasan dan kelebihannya. Program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri yang berbasis pada keasaraan dasar dan lanjut ini secara keseluruhan dilaksanakan  PKBM penyelenggara KUM mulai tahun 2010, 2011 dan tahun 2012, keberlanjutan usaha produktif dari setiap kelompok keberhasilannya tidak semua menggembirakan. Rata-rata keberhasilan hanya berkisar sekitar 25-30% warga belajar yang mampu melanjutkan  selebihnya tidak terpantau dengan baik. Artinya warga belajar KUM setelah memperoleh pendidikan non formal ini tidak semua dapat terus melakukan dan mengembangkan usaha karena berbenturan dengan kebutuhan musim tanam atau pertanian, bahan baku sulit diperoleh, masih dilakukan secara tradisional sehingga merugi, pemasaran yang sangat jauh dari harapan, permodalan dan kebutuhan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang mengganggu kegiatan usaha produktif yang telah dirintisnya.

Rintisan Inkubator Usaha berbasis Keaksaraan Usaha Mandiri Berorientasi Ketahanan Pangan melalui PKBM. 

Sebagaimana dirancang sejak awal, bahwa penelitian ini bersifat kolaboratif, maka hasil pemetaan dan analisis terhadap kegiatan KUM dari semua PKBM yang ada menjadi bahan pertimbangan menyusun rancangan kegiatan pendidikan dan pelatihan inkubator usaha berorientasi pada ketahanan pangan khususnya bagi para pengelola, pengurus dan atau ketua kelompok warga belajar KUM.  
Melalui kegiatan merancang program pembelajaran pendidikan inkubator usaha berbasis program keaksaraan usaha mandiri dan berorietasi ketahanan pangan dan oleh pengalaman masing-masing maka berdasarkan    asesmen  dan kesepakatan yang meliputi: 

a. Rancangan pendidikan inkubator yang dibuat harus relevan dengan kebutuhan belajar dan usaha calon peserta pendidikan dan pelatihan yang akan diimplementasikan. 

b. Rancangan pendidikan inkubator yang dibuat  memiliki dimensi pendidikan dengan membantu mewujudkan kesadaran warga belajar untuk melakukan pemberdayaan diri dalam menghadapi segala situasi sosial, ekonomi budaya bahkan situasi alam yang kurang mendukung untuk melakukan diversifikasi tanaman.

c. Rancangan pendidikan inkubator dengan menekankan dimensi pemberdayaan dalam konteks ketahanan pangan yang tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dari BKPP Pusat, yakni kelompok belajar yang memiliki kegiatan usaha dan memiliki lumbung pangan sebagai media pemberdayaannya. Oleh karena itu fleksibitas menjadi salah satu prinsip yang dikembangkan dalam merancang model pendidikan inkubator usaha.

d. Rancangan pendidikan yang disusun sebagai model pengembangan aksara usaha mandiri tetap berbasis pada program keaksaraan usaha mandiri yang sudah ada dengan muatan-muatan ketahanan pangan serta kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk menjaga lumbung kelompok yang telah dibentuk agar menjadi berkelanjutan dan bermakna dalam membangun ketahanan pangan masyarakat khususnya di daerah rawan pangan sebagaimana ditengarai ada di DIY. Oleh karena itu program pendampingan pasca pendidikan dilakukan selama setidaknya selama 3 bulan sesudah terbentuk organisasi lumbung kelompok. 
e. Rancangan pendidikan inkubator disusun dengan rumusan tujuan yang jelas.  Oleh karena itu, materi pembelajaran yang disusun selain tidak bertentangan dengan konsep pemberdayaan BKPP yang mengedepankan dinamika kelompok untuk terwujudnya kegiatan bebasais ketahanan pangan melalui lumbung pangan juga menumbuhkan kesadaran berkelompok yang terorganisir secara kuat di tingkat kelompok.

f.  Rancangan pendidikan inkubator usaha yang disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal atau struktur ekonomi baik makro maupun mikro yang berkembang dan berpengaruh terhadap keberadaan lumbung kelompok.

g. Rancangan pendidikan inkubator usaha yang disusun berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, yaitu dari aspek waktu,tenaga, biaya dan kebermaknaan berbasis keaksaraan usaha mandiri berbasis ketahanan pangan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menjamin ketahanan lumbung kelompok   terhadap berbagai kondisi yang mungkin cepat berubah.

  Dari sisi efektivitas program, maka sasaran pendidikan inkubator usaha ini adalah sebanyak 40 orang yang terdiri dari pengurus atau pengelola PKBM, sebagian tutor keaksaraan usaha mandiri yang aktif terlibat dalam kegiatan KUM yang diambil dari 4 kabupaten. Cara rekrutmen ditentukan secara bersama para ketua forum PKBM dari masing-masing kabupaten yang memiliki kemauan atau minat dalam mengembangkan inkubator usaha di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan karena kajian lapangan tidak semua PKBM penyelenggara KUM ini berminat melakukan rintisan inkubator usaha dengan kegiatan lumbung pangan.
Pada hakekatnya rintisan inkubator usaha melalui pendidikan dan penguatan organisasi lumbung kelompok agar dapat membangun kehidupan diri dan satuan sosialnya dengan prinsip melestarikan program keaksaraan usaha mandiri dan diversifikasi usaha di daerah rawan pangan. Secara kultural pendidikan dan struktural organisasi rintisan inkubator usaha yang menginduk pada PKBM merupakan langkah strategis menuju desa mandiri di daerah rawan pangan.
KESIMPULAN
Dari berbagai metode dan strategi pemetaan   ditemukan terdapat 109 PKBM atau 27 % dari seluruh PKBM yang ada di Yogyakarta menyelenggarakan program keaksaraan usaha mandiri dengan dana hibah dari Direktorat PAUDNI melalui dinas pendidikan bidang pendidikan luar sekolah prop DIY. Hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung tidak semua PKBM mau menyelenggarakan program KUM karena bukan hanya terbatasnya kuota namun karena bertumpuknya kegiatan dalam satu waktu tertentu serta dirasakan rumitnya pengurusan SPJ atau pertanggunjawaban secara administrasi keuangan lah yang membuat keengganan untuk mengusulkan melakukan program KUM.

 Sarana prasarana PKBM di seluruh kabupaten, program kegiatan yang begitu padat   atau sebaliknya tidak ada kegiatan pembelajaran yang signifikan untuk pemberdayaan masyarakat serta faktor internal yakni kondisi warga belajar yang cenderung tidak berkembang pasca program keaksaraan usaha mandiri diterapkan, dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 10 hingga 15 % dari seluruh  jumlah warga belajar keaksaraan usaha mandiri dengan jenis usaha yang dijalani dapat berkembang secara konvensional (berdasarkan   kegiatan usaha yang dilakukan sebelum mengikuti program) saja. Dukungan secara eksternal ketokohan masyarakat dari setiap PKBM dilakukan tidak selamanya membawa dampak positif. Artinya hanya pada saat pelatihan belangsung usaha atau kegiatan produktif warga belajar tampak ada di beberapa wilayah kerja PKBM namun pada   musim panen, musim banyak hajatan dan kegiatan sosial lain menjadi faktor penghambat yang umum dialami oleh  semua PKBM. 

Kajian yang kolaboratif ini menghasilkan sebuah buku ajar pendidikan inkubator usaha dengan pendekatan struktural, penguatan organisasi lumbung pangan dan kultural, melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia,   kemandirian dengan BKPP.

Rancangan pendidikan inkubator usaha berorientasi pada ketahanan pangan bagi pengurus, pengelola dan tutor PKBM yang hendak diimplementasikan   memiliki prinsip (1) melestarikan program keaksaraan usaha mandiri. (2) memberdayakan warga belajar   program pendidikan keaksaraan usaha mandiri. (3) mengintegrasikan kegiatan  inkubator usaha dengan keberlanjutan keakasaraan usaha mandiri dan melalui dinamika kelompok berbasis PKBM khususnya di daerah rawan pangan. (3) membantu kesadaran beorganisasi melalui paguyuban/kelompok tani atau lumbung kelompok..
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